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Abstract: So that in practice the imposition of aircraft collateral is 
carried out with fiduciary guarantees, even though this is contrary to 

Article 3 letter (c) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary 
Guarantees which excludes mortgages on aircraft. The research 
approach used statutory, conceptual, analytical and case approaches as 
well as techniques for collecting legal materials is carried out by 

identifying and inventorying positive legal rules, literature books, 
journals and other sources of legal materials. The results of the study 
show that the legal consequences for aircraft fiduciary guarantees that 
are bound by fiduciary guarantees are that they do not provide legal 
certainty for the parties, because the implementation of binding aircraft 

fiduciary guarantees is separate and is not registered in a public register, 
giving rise to creditor preference rights with the risk of difficulties in 
executing guarantee object. The form of legal certainty for binding 
aircraft guarantees as collateral objects in the provision of bank credit 

facilities is by means of an authentic deed of aircraft mortgage 
imposition drawn up before a notary. As for the registration of the 
provision of material guarantees for aircraft by making an aircraft 
mortgage deed, it can be registered by a Notary in the Aircraft Mortgage 

Register Book by the Directorate General of Civil Aviation or an official 
appointed by the Minister. For this reason, the Government as the 

policy maker must immediately make special regulations in the form of 
laws governing aircraft mortgages and leasing so that the 

implementation of the imposition of aircraft guarantees provides more 
legal certainty 
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PENDAHULUAN  
Keberadaan pesawat udara sebagai objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit 

perbankan merupakan aspek yang penting dalam dunia penerbangan dan sektor 
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perbankan. Namun, pengikatan jaminan pesawat udara sebagai objek jaminan dalam 
transaksi kredit masih menghadapi beberapa permasalahan, terutama terkait dengan 

kepastian hukum yang melekat pada proses ini . 
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kepastian hukum memiliki 

peran sentral dalam memfasilitasi transaksi ekonomi dan memberikan perlindungan 
kepada semua pihak yang terlibat. Das Sein (hukum positif yang ada) dan Das Solen 

(hukum ideal yang seharusnya ada) menjadi faktor penentu dalam menghadirkan 
kepastian hukum dalam konteks pengikatan jaminan pesawat udara sebagai objek 
jaminan. 

Namun, meskipun terdapat dasar hukum yang mengatur pengikatan jaminan 
pesawat udara, implementasinya masih menyisakan beberapa kendala yang menghambat 

tercapainya kepastian hukum yang optimal. Beberapa permasalahan yang muncul antara 
lain: 

1. Kekaburan regulasi: Terdapat kekaburan dalam peraturan-peraturan yang 
mengatur pengikatan jaminan pesawat udara sebagai objek jaminan dalam 
pemberian fasilitas kredit perbankan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan 

mengenai persyaratan, prosedur, dan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat. 
2. Keterbatasan informasi: Informasi yang diperlukan dalam proses pengikatan 

jaminan pesawat udara seringkali sulit diakses, terutama dalam hal status 
kepemilikan, beban jaminan lain yang mungkin ada, dan riwayat pemeliharaan 

pesawat. Keterbatasan informasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pihak 
yang memberikan kredit. 

3. Proses pendaftaran yang rumit: Proses pendaftaran pengikatan jaminan pesawat 

udara sering kali melibatkan berbagai prosedur yang rumit dan birokratis. 
Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti otoritas penerbangan, 

pendaftaran pesawat, dan lembaga keuangan, dapat memperlambat proses 
pengikatan jaminan dan mengurangi kepastian hukum. 

4. Perlindungan terhadap hak kreditur: Dalam situasi ketidakmampuan debitur untuk 
memenuhi kewajibannya, perlindungan terhadap hak kreditur dalam hal 
pengambilalihan dan likuidasi pesawat udara masih menjadi permasalahan. 

Ketidakjelasan mengenai urutan prioritas klaim dan ketentuan pelaksanaan 
eksekusi jaminan dapat menghambat proses penyelesaian kredit yang efektif. 

5. Harmonisasi hukum internasional: Dalam kasus transaksi lintas negara, 
harmonisasi hukum internasional menjadi penting untuk menciptakan kepastian 

hukum yang konsisten dan saling diakui oleh berbagai yurisdiksi. Namun, dalam 
konteks pengikatan jaminan pesawat udara, harmonisasi hukum internasional 
masih terbatas. Perbedaan dalam sistem hukum, peraturan, dan praktik antar 

negara dapat mempersulit proses pengikatan jaminan dan menyebabkan 

ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat. 

Semua permasalahan yang disebutkan di atas mengindikasikan bahwa kepastian 
hukum terhadap pengikatan jaminan pesawat udara sebagai objek jaminan dalam 

pemberian fasilitas kredit perbankan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dalam 
hal ini, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap Hukum positif yang ada 
dan Hukum ideal yang seharusnya ada mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan 

dalam peraturan yang ada serta mengusulkan perbaikan yang diperlukan. 
Dengan memperbaiki regulasi, meningkatkan akses terhadap informasi, 

menyederhanakan proses pendaftaran, memperkuat perlindungan hak kreditur, dan 
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mempromosikan harmonisasi hukum internasional, diharapkan dapat menciptakan 
kepastian hukum yang lebih baik dalam pengikatan jaminan pesawat udara sebagai objek 

jaminan dalam pemberian fasilitas kredit perbankan. Hal ini akan mendorong 
pertumbuhan sektor penerbangan dan memfasilitasi akses ke sumber daya keuangan yang 

diperlukan untuk pengembangan dan pengoperasian pesawat udara. 
Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan perkembangan industri 

penerbangan yang semakin pesat dan perubahan dalam model bisnis di dalamnya. 
Pertumbuhan pesat dalam industri penerbangan telah menyebabkan peningkatan 
permintaan akan fasilitas kredit perbankan untuk mendukung pembelian, perawatan, dan 

pengoperasian pesawat udara. Namun, dengan munculnya model bisnis baru seperti 
penyewaan dan pembiayaan bersama (leasing), tantangan baru muncul dalam konteks 

pengikatan jaminan pesawat udara. 
Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada perlindungan kepentingan semua 

pihak yang terlibat dalam transaksi pengikatan jaminan pesawat udara. Kepentingan 
debitur sebagai pemilik pesawat, kreditur sebagai pemberi kredit, dan pihak ketiga yang 
mungkin memiliki hak atau klaim atas pesawat harus diakui dan diatur dengan jelas dalam 

kerangka hukum yang ada. 
Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan upaya nyata dalam merumuskan 

kebijakan hukum yang tepat, mengatasi kelemahan dalam regulasi, dan meningkatkan 
koordinasi antara berbagai pihak terkait diperlukan untuk memastikan kepastian hukum 

yang optimal dalam pengikatan jaminan pesawat udara sebagai objek jaminan dalam 
pemberian fasilitas kredit perbankan. 

Dengan memperbaiki kepastian hukum dalam transaksi pengikatan jaminan 

pesawat udara, akan mendorong pertumbuhan sektor penerbangan, meningkatkan akses 
ke sumber daya keuangan yang diperlukan, dan memberikan perlindungan yang memadai 

bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Selain itu, kepastian hukum yang 
diperoleh juga akan meningkatkan kepercayaan investor dan membuka peluang investasi 

yang lebih luas dalam industri penerbangan. 
 

LANDASAN TEORI  

Pengertian. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, 
dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi 

kemacetan pembayaran utang si debitur (Veithzal Rivai, 2008). Pesawat udara adalah 
setiap mesin atau alat yang mampu terbang di atmosfer karena gaya ambil dari reaksi 

udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk 
penerbangan. Pesawat udara mencakup Pesawat udara atau pesawat bersayap tetap dan 

helikopter atau didefinisikan pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar 

yang rotornya digerakkan oleh mesin dan Perjanjian kredit adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga 

(Yohanes Benny Apriyanto, 2015) 
  

METODE PENELITIAN  
Menurut Aslichati (2018), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh 

dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang 
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dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. 
Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk 

melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu 
(Hartono, 2006). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan 

untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma 
hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau 

prinsip hukum (Marzuki 2010).  
  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis Akibat Hukum Terhadap Jaminan 
Pesawat Udara yang diikat dengan Jaminan Fidusia dan Analisis Bentuk Kepastian 
Hukum Pengikatan Jaminan Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Dalam Pemberian 

Fasilitas Kredit Perbankan.  

Analisis Akibat Hukum Terhadap Jaminan Pesawat Udara yang diikat dengan Jaminan 

Fidusia  

Jaminan fidusia merupakan instrumen yang sering digunakan dalam transaksi 
keuangan, termasuk dalam sektor penerbangan, sebagai cara untuk melindungi 
kepentingan kreditur. Jaminan fidusia pada pesawat udara berarti bahwa operator pesawat 

udara yang meminjam dana harus mengikatkan pesawat sebagai jaminan kepada kreditur, 
yang memberikan hak kepemilikan atas pesawat jika terjadi wanprestasi atau kegagalan 

pembayaran oleh operator. 
Dalam konteks ini, analisis akibat hukum terhadap jaminan pesawat udara yang 

diikat dengan jaminan fidusia menjadi penting untuk memahami implikasi dan 
konsekuensi hukum yang terkait dengan penggunaan jaminan ini dalam sektor 
penerbangan. Beberapa poin yang relevan untuk dianalisis meliputi prioritas hukum, 

perlindungan hukum bagi pihak terkait, dan perubahan kepemilikan serta pengalihan 
jaminan. 

Pertama, prioritas hukum adalah salah satu aspek penting yang perlu dianalisis 
dalam konteks jaminan fidusia atas pesawat udara. Dalam situasi di mana terdapat lebih 

dari satu kreditur atau pihak yang memiliki klaim terhadap pesawat, penting untuk 
memahami bagaimana hukum mengatur prioritas klaim tersebut. Dasar hukum yang 
relevan dalam analisis ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya. Analisis akan 
mengevaluasi bagaimana kepentingan kreditur diatur, apakah ada preferensi tertentu yang 

diberikan kepada pihak tertentu, dan bagaimana urutan klaim ditentukan jika terjadi 
penyelesaian sengketa terkait jaminan fidusia atas pesawat udara. 

Kedua, perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia 
juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Dalam analisis ini, akan dievaluasi 

hak-hak kreditur dan operator pesawat udara, serta perlindungan hukum yang mereka 

peroleh dalam konteks jaminan fidusia. Dasar hukum yang relevan meliputi peraturan 
tentang jaminan fidusia, kontrak peminjaman, dan hukum perlindungan konsumen yang 

berlaku di negara terkait. Analisis akan mempertimbangkan apakah hak-hak kreditur 
cukup dijamin dan apakah ada ketentuan atau mekanisme yang memastikan perlindungan 

hak-hak operator pesawat udara dalam konteks jaminan fidusia. 
Ketiga, analisis akan melibatkan pertimbangan mengenai perubahan kepemilikan 

pesawat udara yang diikat dengan jaminan fidusia. Situasi di mana pesawat udara yang 

dijamin dengan jaminan fidusia mengalami perubahan kepemilikan, seperti penjualan 
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atau pengalihan kepemilikan kepada pihak lain, dapat mempengaruhi hak dan kewajiban 
pihak-pihak yang terkait dengan jaminan fidusia tersebut. Dalam analisis ini, dasar hukum 

yang relevan meliputi peraturan tentang pengalihan jaminan fidusia dan prosedur 
pengalihan kepemilikan pesawat. Pertanyaan yang mungkin diajukan adalah bagaimana 

pengalihan kepemilikan pesawat memengaruhi hak kreditur dan apakah ada persyaratan 
atau prosedur yang harus diikuti untuk memastikan keberlanjutan jaminan fidusia setelah 

perubahan kepemilikan. 
Selain itu, analisis juga dapat mempertimbangkan aspek perlindungan hukum 

dalam kasus penjualan pesawat oleh kreditur setelah penyelesaian wanprestasi oleh 

operator pesawat udara. Bagaimana pengalihan kepemilikan pesawat tersebut diatur oleh 
hukum dan apa konsekuensi hukumnya bagi operator pesawat udara yang wanprestasi 

dan pihak ketiga yang memperoleh pesawat dari kreditur juga akan menjadi pertimbangan 
penting. 

Dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif, analisis akibat hukum 
terhadap jaminan pesawat udara yang diikat dengan jaminan fidusia juga dapat mencakup 
pembandingan dengan sistem hukum di negara lain. Setiap negara dapat memiliki 

peraturan dan persyaratan yang berbeda dalam hal jaminan fidusia atas pesawat udara. 
Oleh karena itu, perbandingan hukum dapat memberikan wawasan yang berguna dalam 

memahami perbedaan dan kesamaan antara berbagai yurisdiksi. 
Dengan menganalisis akibat hukum terhadap jaminan pesawat udara yang diikat 

dengan jaminan fidusia, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang 
konsekuensi hukum yang terkait dengan penggunaan jaminan fidusia dalam sektor 
penerbangan. Hal ini dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi semacam 

itu untuk membuat keputusan yang tepat dan memastikan perlindungan hukum yang 
memadai bagi semua pihak terkait. 

Analisis Bentuk Kepastian Hukum Pengikatan Jaminan Pesawat Udara Sebagai Objek 

Jaminan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Perbankan 
Untuk mengkaji secara mendalam bentuk kepastian hukum terkait pengikatan 

jaminan pesawat udara sebagai objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit perbankan. 

Jaminan pesawat udara merupakan elemen penting dalam transaksi kredit perbankan di 
sektor penerbangan, dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Dalam analisis ini, 

beberapa aspek yang mungkin akan dibahas secara lebih rinci meliputi: 
1. Peraturan dan ketentuan hukum: Analisis akan mempelajari peraturan dan 

ketentuan hukum yang mengatur pengikatan jaminan pesawat udara dalam 
transaksi kredit perbankan. Hal ini meliputi peraturan perbankan yang mengatur 
aspek kredit dan jaminan, peraturan penerbangan yang berkaitan dengan 

kepemilikan dan pendaftaran pesawat udara, serta undang-undang yang mengatur 
jaminan dan kepastian hukum di negara terkait. Dalam analisis ini, peraturan 

hukum yang berlaku dan relevan akan dikaji secara komprehensif untuk 
memahami persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengikatan 

jaminan pesawat udara. 
2. Bentuk dan prosedur pengikatan jaminan: Analisis akan membahas bentuk dan 

prosedur yang harus diikuti dalam mengikatkan jaminan pesawat udara sebagai 

objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit perbankan. Hal ini meliputi 
persyaratan dokumen, proses pendaftaran, serta syarat dan ketentuan yang harus 

dipenuhi oleh pihak yang terlibat, baik pihak kreditur maupun debitor. Dalam 
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analisis ini, akan dikaji secara rinci proses pengikatan jaminan, mulai dari 
persiapan dokumen hingga pelaksanaan transaksi jaminan itu sendiri. 

3. Kepastian hukum bagi pihak terkait: Analisis akan mengevaluasi tingkat kepastian 
hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengikatan jaminan 

pesawat udara dalam transaksi kredit perbankan. Pihak-pihak yang terlibat dapat 
meliputi pihak kreditur, debitor, serta pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam 

proses pengikatan jaminan. Dalam analisis ini, akan dipertimbangkan hak dan 
kewajiban yang diberikan kepada setiap pihak, serta perlindungan hukum yang ada 
untuk memastikan keadilan dan kepastian dalam pelaksanaan transaksi jaminan 

pesawat udara. 
4. Implikasi terhadap penyelesaian sengketa: Analisis juga akan membahas implikasi 

hukum dari pengikatan jaminan pesawat udara terhadap penyelesaian sengketa 
yang mungkin timbul dalam konteks transaksi kredit perbankan. Pertanyaan yang 

mungkin diajukan adalah bagaimana forum hukum yang berlaku dalam 
penyelesaian sengketa yang melibatkan jaminan pesawat udara, apakah ada 
prosedur arbitrase atau litigasi yang harus diikuti, dan apakah ada persyaratan 

khusus dalam pemilihan hukum yang berlaku. Dalam analisis ini, akan 
dipertimbangkan upaya penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, serta 

perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terlibat. 
Selain itu, dalam analisis bentuk kepastian hukum pengikatan jaminan pesawat 

udara, juga dapat melibatkan perbandingan dengan praktik hukum di negara-negara lain. 
Setiap negara dapat memiliki peraturan dan persyaratan yang berbeda dalam hal 
pengikatan jaminan pesawat udara dalam transaksi kredit perbankan. Oleh karena itu, 

perbandingan hukum antarnegara dapat memberikan wawasan yang berguna dalam 
memahami perbedaan dan kesamaan, serta praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam 

pengikatan jaminan pesawat udara. 
Dengan melakukan analisis yang komprehensif terkait bentuk kepastian hukum 

pengikatan jaminan pesawat udara sebagai objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit 
perbankan, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang aspek 
hukum yang terkait. Hal ini dapat membantu para pihak yang terlibat dalam transaksi 

semacam itu, baik kreditur maupun debitor, untuk menjalankan transaksi dengan 
kepastian hukum yang memadai dan meminimalkan risiko serta sengketa yang mungkin 

timbul. 
  

KESIMPULAN  
Bahwa Akibat Hukum Terhadap Jaminan Pesawat Udara yang diikat dengan 

Jaminan Fidusia: Analisis ini bertujuan untuk memahami dampak hukum yang timbul 

ketika pesawat udara dijamin menggunakan jaminan fidusia. Melalui penelitian hukum 

yang relevan, analisis ini akan membahas konsekuensi hukum dari perubahan kepemilikan 
pesawat udara yang dijamin dengan jaminan fidusia, serta perlindungan hukum yang 

diberikan dalam kasus penjualan pesawat setelah terjadi wanprestasi oleh operator 
pesawat udara. Dengan demikian, analisis ini memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang implikasi hukum terkait penggunaan jaminan fidusia dalam sektor 
penerbangan. 

Dan Bentuk Kepastian Hukum Pengikatan Jaminan Pesawat Udara Sebagai Objek 
Jaminan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Perbankan: Analisis ini berfokus pada kajian 
mengenai bentuk kepastian hukum yang terkait dengan pengikatan jaminan pesawat udara 
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sebagai objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit perbankan. Dalam analisis ini, 
akan dipelajari secara rinci peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur pengikatan 

jaminan pesawat udara, termasuk peraturan perbankan, peraturan penerbangan, serta 
undang-undang jaminan dan kepastian hukum yang berlaku. Dengan memahami prosedur 

dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengikatan jaminan, analisis ini akan 
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bentuk kepastian hukum dalam 

transaksi kredit perbankan di sektor penerbangan. 
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